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Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenghasilan rendah,
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emuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih
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'beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan,
gkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan
kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan
kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan
meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan

yang telah di tetapkan.untuk mengundang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakan melalui penerbitan akta penghapusan sanksi perpajakan, yaitu
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kebijakan reinvention pada tahun 2015.

Menurut Arum (2012) sumber pendapatan pemerintah: mereka datang dari
berbagai bidang, internal dan eksternal. Satu dari Sumber penerimaan pemerintah
céri&ektor internal adalah pajak, tetapi dari sektor swasta Utang luar negeri adalah
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isi ini wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya,

mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak
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@ uté}nberian layanan atau melayani berkaitan juga dalam perpajakan yang
m.éﬁﬁ[;myai kepentingan pada organisasi itu yang sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan
yang harus dilakukan Negara kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi

dalam pembangunan Negara melalui pembayaran pajak. Masyarakat perlu

mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan



pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan.

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)
c&?t@ti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib
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Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini menunjukan bahwa
dalam pelaksanaan penerimaan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai
dengan yang diharapkan, sebab terdapat banyak faktor yang membuat Wajib

Pajak tidak melakukan pelaporan WajibPajak atau lambat dalam melakukan



pembayaran kewajiban pajaknya. Sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan
sebagai Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Mengenai sumber penerimaan negara, pemerintah Indonesia berupaya untuk

rﬁje@urangi sumber pendapatan dari departemen eksternal (kredit luar negeri) dan
%n&mgkatan pendapatan pemerintah sektor domestik (pajak). Salah satu upaya
%r%rmtah untuk menaikkan pajak melalui program Tax Amnesty. Kebijakan
én%%punan pajak, meliputi dana yang disimpan di luar negeri, sedangkan
;gdgwg’n berlaku untuk semua wajib pajak Indonesia. Ada Tax Amnesty Wajib
n%u% Elharapkan untuk secara sukarela mengajukan pajaknya dan kemudian

kannya nanti penuhi kewajiban perpajakan.

Amnesty adalah penghapusan pajak terutang di bidang perpajakan tanpa
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jib pajak yang belum membayar pajaknya dengan benar. Pemberian tax
sty merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana masyarakat yang

tahan di bank-bank di negara lain. Pada jilid I tax amnesty tidak berpengaruh
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_Ilgnlflkan karena masyarakat kurang memanfaatkan adanya tax amnesty
kemudian pemerintah melanjutkan tax amnesty jilid II.

Kebijakan ini belum diselaraskan dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Kebijakan ini mengacu pada pihak yang dianggap layak menerima pengampunan
pajak. Menurut Mardiasmo (2015), kebijakan pengampunan pajak meningkatkan

penerimaan pajak.Temuan Alm (1998) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan



menurun setelah program pengampunan pajak.Pengampunan telah dilakukan di
Indonesia, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa itu tidak efektif karena tujuan yang
tidak jelas dan peraturan, dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang
rﬁe@adal Namun, Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa tax amnesty

r@engaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula Suyanto (2016)
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S Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
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Iltlan dengan mengangkat judul “PENGARUH PEMAHAMAN

\E(ar\ra limia

JURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.



1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi.



1.4  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penilitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

agi Peneliti, penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas
konomi Akuntansi dan menambah pengetahuan yang lebih banyak mengenai

-hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
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